
 

BUPATI WONOGIRI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR  1 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2    

TAHUN 2009 TENTANG  PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI 

KABUPATEN WONOGIRI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WONOGIRI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat 
dan guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 
Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan 
Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri perlu 
ditinjau kembali; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten 
Wonogiri; 

    
Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 
 

 
 

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
 

 

 

SALINAN 



  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas  
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang 
Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;  
 

 

 

 

 

 



 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten 
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Nomor 89). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

Dan 

BUPATI WONOGIRI 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 

TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

GIRI TIRTA SARIKABUPATEN WONOGIRI 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 89) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 61 

 

(1) Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah. 

(3) Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). 

(4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam jangka waktu 15 

(lima belas) tahun. 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 

 

 Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 15 Januari 2011 

 

BUPATI WONOGIRI 

Cap. ttd. 

 

DANAR RAHMANTO 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 23 Pebruari 2011 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
                                INSPEKTUR 
 

Cap. Ttd. 

 

                   SUTANTO DJOSOWIJATMO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011 

NOMOR 1 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum 

 
 

WIYANTO, SH, M. Si. 
NIP. 19700904 199803 1 009 

 


